KABUPATEN MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

Menimbang :

Mengingat :

a.

—_

DI KABUPATEN MIMIKA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

bahwa untuk efisiensi dan efektivitas kelembagaan sebagai upaya
dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance)
sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang
perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
di Kabupaten Mimika;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten
Mimika,;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom lrian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2507;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang — Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang — Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);



10.

11.

12.

13.

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151); Sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas
Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua menjadi Undang — Undang (Lembaran Negara
Republik Indaonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan ntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

15. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMIKA
Dan
BUPATI TIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Mimika.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Bupati adalah Bupati Mimika.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang selanjutnya disingkat DPRD ,adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri

dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,

kecamatan/distrik, dan kelurahan.

Distrik/Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik atau Camat sebagai
perangkat daerah Daerah Kabupaten .

Kepala Distrik/Camat adalah Kepala Distrik yang ada dalam Daerah Kabupaten
Mimika.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten
dalam Wilayah kerja Distrik.

10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
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11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam
memberdayakan masyarakat.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Bupati sebagai pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam
rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah.

BAB Il
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di
Kabupaten Mimika, yang terdiri dari :

Lurah;

Sekretaris Kelurahan;

Seksi Pemerintahan;

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Seksi Kesejahteraan Sosial;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Kelompok Jabatan Fungsional;,dan

Lembaga Kemasyarakatan.
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(2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3
(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah.

(2) Lurah berkedudukan di bawah Distrik dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Kepala Distrik.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Lurah  mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan selain itu melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan
daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 5

Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, juga menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan meliputi :

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala distrik sesuai dengan tugas
dan fungsinya;dan

h. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur
dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(6) Pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam peraturan Bupati.

BAB V
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan dibentuk di Kelurahan atas prakarsa masyarakat melalui
musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan dimaksud pasal (9) mempunyai tugas membantu lurah
dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.
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Pasal 10

Hubungan dan tata kerja lembaga kemasyarakatan dengan Lurah bersifat konsultatif
dan koordinatif, sedangkan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Sekretariat Kelurahan dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;

(1)

(2)

3)

©)

(6)

(1)

()

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Lurah, dan para kepala seksi
serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip hierarkis, koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Secara struktural kepala seksi bertanggungjawab langsung kepada Lurah, akan
tetapi secara teknis administratif para kepala seksi bertanggungjawab kepada lurah
melalui sekretaris distrik.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membina,membimbing dan mengawasi
bawahannya serta dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawahan/Staf masing-masing satuan organisasi wajib melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut serta dapat memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam hal Lurah berhalangan menjalankan tugas, maka Kepala Distrik menunjuk
Sekretaris Lurah atau salah seorang kepala seksi untuk mewakili dengan terlebih
dahulu memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Dalam hal Sekretaris Lurah berhalangan menjalankan tugas, maka Lurah dapat
menunjuk salah satu kepala seksi untuk melaksanakan tugas sekretaris lurah.



BAB VI
ESELON JABATAN,PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselon Jabatan

Pasal 14
(1) Kepala Kelurahan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
(2) Sekretaris dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 15

(1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Distrik dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan kelurahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang telah terbentuk dan masih
mengacu pada ketentuan lama, segera menyesuaikan dengan peraturan daerah
ini.

(2) Pemangku jabatan di Lingkungan kelurahan tetap memangku jabatannya sampai
dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi pada kelurahan maupun
ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada Tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2011 NOMOR 7

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUF




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
DI KABUPATEN MIMIKA

UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonersia yang
menganut asas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan
kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah
sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar undang-Undang
tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab
memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan
melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi
kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi
adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri
dari urusan waijib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penangganan
urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam
implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan
tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan
oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang
memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam
rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor
unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber
daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah , maka Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Mimika maka perlu diadakan penataan Perangkat Daerah pada
Kelurahan di Kabupaten Mimika. Mengingat adanya urusan pemerintahan yang
perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi
berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi
Kabupaten Mimika.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas



Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas



Pasal 18
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL ,SE., MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 6

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN




